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BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No0.325, 2009 DEPARTEMEN PERDAGANGAN. Angka Pengenal
Importir.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 45/M-DAG/PER/9/2009
TENTANG
ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a bahwa Angka Pengena Importir (API) merupakan tanda
pengenal yang harus dimiliki olen importir dalam
melakukan kegiatan importasi barang, yang digunakan
oleh Pemerintah sebagai instrumen penataan tertib impor
dalam rangka pelaksanaan kebijakan perdagangan luar
negeri di bidang impor;

b. bahwa untuk meningkatkan daya dukung kebijakan
perdagangan luar negeri di bidang impor terhadap
pembangunan ekonomi nasional dan sekaligus guna
mendorong terselenggaranya jaminan kepastian usaha
serta iklim usaha yang lebih kondusif, perlu adanya
ketentuan APl yang lebih efektif, efisien, transparan dan
berkesinambungan dengan melakukan penyesuaian dan
penyempurnaan kembali ketentuan API;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan
Menteri Perdagangan;
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Mengingat

Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad
tahun 1938 Nomor 86);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib
Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3214);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3274);

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan
Agreement Establishing The World Trade Organization
(Persetujuan Pembentukan Organisas  Perdagangan
Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3564);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesa
Tahun 1995 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4661);

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3817);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun
2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
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Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4756);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang
Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri
Perdagangan dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;

Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana
telah diubah bebergpa kali terakhir dengan Keputusan
Presiden Nomor 171/M Tahun 2005;

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman
Modal;

Peraturan Presden Nomor 9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungs, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia
sebagai mana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan
Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit
Organisas dan Tugas Esedlon | Kementerian Negara
Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa
kali dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;



2009, No.325

Menetapkan
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Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum
di Bidang Impor;

Peraturan  Menteri  Perdagangan Nomor  01/M-
DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah
beberapa kali dengan Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 24/M-DA G/PER/6/2009;

Keputusan Menteri Perdagangan Nomor  366/M-
DAG/KEP/12/ 2005 tentang Pedoman Administrasi
Umum Departemen Perdagangan;

Peraturan  Menteri  Perdagangan Nomor  28/M-
DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan
Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik Melalui
INATRADE Daam Kerangka Indonesia National Single
Window;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
ANGKA PENGENAL IMPORTIR (AP).

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

4,

5.

Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam
daerah pabean Indonesia.

Angka Pengena Importir, selanjutnya disingkat API
adalah tanda pengenal sebagai importir.
Importir adalah orang perorangan atau badan usaha yang

berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang
melakukan kegiatan impor.

Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung
jawabnya di bidang Perdagangan.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan
Luar Negeri, Departemen Perdagangan.
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6. Dinas Provinsi adalah dinas yang tugas dan tanggung
jawabnya di bidang perdagangan di provins.

7. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas yang tugas dan
tanggung jawabnya di bidang perdagangan di
kabupaten/kota.

8. Penanaman Moda adalah segala bentuk kegiatan
menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri
maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di
wilayah negara Republik Indonesia.

9. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan
menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara
Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal
dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

10. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal
untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik
Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik
yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang
berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Pasal 2

Impor hanya dapat dilakukan oleh importir yang memiliki
AP,

Pasal 3

(1) API sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
a. APl Umum (API-U); dan
b. API Produsen (API-P).

(2) API-U sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
diberikan kepada importir yang melakukan impor barang
untuk keperluan kegiatan usaha dengan memperdagangkan
atau memindahtangankan barang kepada pihak lain.

(3) API-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
diberikan kepada importir yang melakukan impor barang
untuk dipergunakan sendiri dan/atau untuk mendukung
proses produkss dan tidak diperbolehkan untuk
memperdagangkan atau memindahtangankan kepada pihak
lain.



